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Abstract— The measurement of digital divide in an area is very 
important to know which areas need to be built out of ICT. If it is 
not done, it is feared there will be errors priority target areas that 
really need access to information and communication technology. 
To overcome this, it is necessary to measure the digital divide 
each region. This study aims to determine the digital divide index 
each province in Indonesia and development priorities that focus 
on increasing ICT. The research model adopted George Sciadas 
research using infostate techniques. The research data is obtained 
from Badan Pusat Statistik (BPS) and Directorate of  Operator 
Control and Tool Post and Information Technology, ICT 
ministry. The population consists of 33 provinces in Indonesia. 
The digital divide measurement using infostate techniques. The 
results showed that the digital divide index in most of the 
provinces in Indonesia is  Papua. The lowest value of the digital 
divide compared to DKI Jakarta is D.I Yogyakarta. ICT 
development priorities in the region should be from the province 
with the smallest infostate index value that is the province of 
Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. 
Keywords—  measurement, Digita divide, Infostate. 
Abstrak— Pengukuran digital divide di suatu daerah sangat 
penting untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu 
dibangun TIK nya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi 
kesalahan sasaran prioritas daerah yang benar-benar 
membutuhkan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk 
mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran digital 
divide tiap daerah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
besarnya nilai indeks digital divide di tiap propinsi di Indonesia 
serta menentukan prioritas pembangunan yang menitikberatkan 
pada peningkatan TIK di masing-masing propinsi. Data 
penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik dan Direktorat Pengendalian Penyelenggara dan 
Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan 
Infomatika. Populasi dalam penelitian terdiri dari 33 propinsi di 
Indonesia. Teknik pengukuran digital divide menggunakan 
teknik infostate yang diadopsi dari penelitian George Sciadas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks digital divide 
di propinsi di Indonesia paling besar dimiliki oleh propinsi 
Papua. Nilai kesenjangan digital paling rendah terhadap propinsi 
DKI Jakarta adalah propinsi D.I Yogyakarta.  Prioritas 
pembangunan ICT di daerah sebaiknya dari propinsi dengan 
nilai indeks infostate paling kecil yaitu propinsi Papua, Nusa 
Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. 
Kata kunci— Pengukuran, Digital Divide, Infostate 
I. PENDAHULUAN 
Digital divide atau kesenjangan digital mempunyai arti 
sebagai kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis, 
(atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat 
sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan atas akses 
teknologi informasi dan komunikasi/TIK (information and 
communication technologies/ ICT) atau telematika dan 
penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Jadi, digital 
divide atau ―kesenjangan digital‖ sebenarnya mencerminkan 
beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan 
akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan/atau 
antar Negara (Baszlink, 2011). 
Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi beragam 
tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, telematika 
dinilai sangat penting tak saja karena potensi generiknya 
sebagai productivity tool dalam penciptaan nilai tambah tetapi 
juga enabling tool bagi (hampir) semua masyarakat. 
Karenanya, kesenjangan dalam hal ini berpotensi melahirkan 
persoalan kesenjangan baru dalam masyarakat atau 
memperparah persoalan kesenjangan yang ada, terutama di 
negara berkembang atau kelompok masyarakat/ daerah yang 
relatif tertinggal. Digital divide atau senjang digital mengacu 
pada kesenjangan atau jurang yang menggnggu di antara 
mereka yang dapat mengakses teknologi informasi (TI) dan 
mereka yang tidak dapat melakukannya. Ketakseimbangan ini 
bisa berupa ketakseimbangan yang bersifat fisik (tidak 
mempunyai akses terhadap komputer dan perangkat TI lain) 
atau yang bersifat keterampilan yang diperlukan untuk dapat 
berperan serta sebagai warga digital. Jika pembagian 
mengarah ke kelompok, maka senjang digital dapat dikaitkan 
dengan perbedaan sosial-ekonomi (kaya/miskin), generasi 
(tua/muda), atau geografis (perkotaan/pedesaan) (Baszlink, 
2011). Penyebab digital divide dikarenakan faktor-faktor 
antara lain sebagai berikut  (Yohanis Mallisa', 2009): 
1. Infrastruktur
Infrastruktur merupakan sebuah fasilitas pendukung
kelancaran dalam mengakases suatu teknologi. Infrastruktur 
tersebut misalnya listrik, internet dan komputer. Sebagai 
contoh mengenai kesenjangan infrastruktur ini, orang yang 
punya akses ke komputer bisa bekerja dengan cepat 
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mengerjakan tugasnya dibanding orang yang masih 
menggunakan  mesin ketik manual. Contoh yang lain, orang 
yang mempunyai akses ke komputer dan ke Internet, otomatis 
mempunyai wawasan yang lebih luas ketimbang mereka yang 
sama sekali tidak punya akses ke informasi di Internet yang 
serba luas. 
2. Kekurangan skill (SDM) 
Sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam dunia ilmu 
teknologi dan informasi karena SDM ini menentukan biasa 
tidaknya seorang mengoperasikan atau mengakses sebuah 
informasi. 
3. Kekurangan isi (konten) materi bahasa indonesia 
Konten berbahasa Indonesia menentukan bisa tidaknya 
seorang dapat mengerti mengakses Internet. Pada daerah 
dengan orang yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi 
dapat lebih mudah memahami konten berbahasa Inggris 
dibandingkan daerah dengan orang yag berpendidikan lebih 
rendah. Oleh karena itu konten sangat perlu disesuaikan 
dengan daerah masing-masing. Daerah pedesaan sebaiknya 
diberikan konten dengan lebih banyak bahasa Indonesia, 
sehingga mereka lebih mudah untuk memahami isi konten 
tersebut.  
4. Kurangnya pemanfaatan akan internet itu sendiri. 
Berbicara mengenai kesenjangan digital, bukanlah semata-
mata persoalan infrastuktur. Banyak orang memiliki komputer, 
bahkan setiap hari, setiap jam- bisa mengakses Internet tetapi 
"tidak menghasilkan apapun". Misal, ada seorang remaja 
punya akses ke komputer dan Internet. Tapi yang dia lakukan 
hanya chatting yang biasa-biasa saja. Tentu saja, ia tidak bisa 
menikmati keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh 
teknologi digital. Itu artinya, kesenjangan digital tidak hanya 
bisa dijawab dengan penyediaan infrastruktur saja. 
Infrastruktur tentu dibutuhkan tetapi persoalannya adalah 
ketika orang punya komputer dan bisa mengakses Internet, 
pertanyaan berikutnya adalah, "apa yang mau diakses? Apa 
yang mau dia kerjakan dengan peralatan itu, dengan 
keunggulan-keunggulan teknologi itu. 
Untuk mengatasi digital divide, di Indonesia, pemerintah 
telah membuat program antara lain Kewajiban Pelayanan 
Universal (KPU)/Universal Services Obligation (USO). 
Program tersebut berasal dari Balai Penyedia dan Pengelola 
Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), 
Kementerian Komunikasi dan Informatika.  
Program KPU/USO dilakukan secara bertahap mulai tahun 
2008 dan terus diperluas dengan mengembangkan infrastruktur 
pendukung yang memperlancar jaringan BP3TI sebagai 
gawang dalam implementasi pemenuhan kewajiban ini telah 
bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi target 
yang ditetapkan dalam bentuk Program Desa Dering, Desa 
Pinter, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile 
PLIK, Jasa Akses Internet, Nusantara Internet Exchange, Desa 
Informasi, PLIK Sentra Produktif, Penyediaan Jasa Akses 
Publik Layanan Internet Wifi Kabupaten KPU/USO, 
Penyediaan Jasa Akses Pusat Layanan Internet Pedesaan 
KPU/USO, Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan 
Informatika di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar serta 
Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring 
Nusantara Internet Exchange. 
Objek dari program KPU/USO adalah desa dan kecamatan 
yang berada di daerah terpencil dan belum ada akses/jaringan 
teleponi atau internet. Kebijakan KPU/USO diharapkan bisa 
terwujudnya akses telepon di 31.824 desa Tahun 2009, 
terwujudnya akses internet di 4.218 kecamatan tahun 2011 dan 
diharapkan terwujudnya akses internet di 31.824 desa pada 
tahun 2013 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan 
masyarakat berbasis informasi pada tahun 2025. 
Pada penelitian sebelumnya telah diteliti penelitian yang 
berhubungan dengan digital divide pada tahun 2005 oleh 
George Sciadas berjudul ―From The Digital Divide to Digital 
Opportunities, Measuring Infostate for Development.‖ 
Penelitian tersebut mengukur nilai digital divide pada 139 
negara.  Pada penelitian ini mengacu pada penelitian tersebut, 
namun untuk mengukur tingkat kesenjangan digital divide 
pada propinsi di Indonesia. 
Pengukuran digital divide di suatu daerah sangat penting 
dalam mengetahui daerah mana saja yang perlu dibangun TIK 
nya. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi 
kesalahan sasaran prioritas daerah yang benar-benar 
membutuhkan akses teknologi informasi dan komunikasi. 
Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan 
pengukuran digital divide tiap daerah.  Pada penelitian ini 
pengukuran digital divide pada propinsi di Indonesia. 
Penguasaan teknologi dan kesempatan akses teknologi tiap 
negara berbeda-beda, demikian pula daerah-daerah di suatu 
negara. Perbedaan kesempatan akses teknologi tersebut 
disebut digital divide atau kesenjangan digital. Untuk 
mengetahui tingkat penguasaan teknologi dan kesempatan 
akses teknologi tiap daerah, maka permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Seberapa besar nilai index digital divide di tiap propinsi di 
Indonesia? 
2. Bagaimana tingkat kesenjangan pembangunan TIK di 33 
propinsi di Indonesia? 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui besarnya nilai index digital divide di tiap 
propinsi di Indonesia 
2. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pembangunan TIK 
di 33 propinsi di Indonesia 
3. Menentukan prioritas pembangunan yang menitikberatkan 
pada peningkatan TIK di masing-masing propinsi  
 
II. TINJUAN PUSTAKA 
A. Penelitian/Karya Ilmiah Sebelumnya 
1. Pemetaan dan Pengukuran Teknologi Informasi 
Menggunakan Dimensi Ekosistem TIK (Studi Kasus 
Kota/Kabupaten Jawa Tengah), oleh Uky Yudatama, 
Universitas Muhammadiyah Magelang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Uky Yudatama bertujuan 
mengatahui kesiapan beberapa kota/kabupaten dalam 
menghadapi era ekonomi digital dan mengukur besaran gap 
riil antara target dan kondidi sebenarnya pada beberapa 
kabupaten/kota agar dapat disusun strategi regional untuk 
menghasilkan solusi dan mempersiapkan diri dalam 
menghadapi era masyarakat digital melalui beragam 
program pembangunan.  
Pemetaan penelitian  menggunakan  sejumlah  dimensi  
pembentuk ekosistem  TIK  antara  lain:  Kebutuhan  dan  
Keselarasan,  Proses  dan  Tata  Kelola  Penyelenggaraan 
(Suprastruktur), Sumber Daya Teknologi (Infrastruktur),  
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Gambar 1. Nilai index digital divide tahun 1995 dan 2000 
Komunitas atau Kelompok Masyarakat dan Keluaran dan 
Manfaat (Outcomes), adapun prinsip perhitungan indeks 
yang diadopsi bertumpu pada 4 komponen yaitu: ICT Use 
(Intensity), ICT Readiness (Infrastruktur), ICT Capability  
(Skills)  dan ICT Impact (Outcomes). Dari hasil penelitian 
ini didapatkan Indeks kesiapan ICT rata-rata: 2 kabupaten 
dinyatakan telah siap (I-madya) dan 4 kota/ kabupaten 
dinyatakan sudah hampir siap (I-muda) untuk 
mengembangkan ICT. 
2. Monitoring The Digital Divide oleh George Sciadas yang 
diterbitkan oleh Orbicom pada tahun 2002. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian George Sciadas 
yang berkolaborasi dengan Orbicom Network, 
berjudul ‖Monitoring The Digital Divide‖. Penelitian 
tersebut mengukur besarnya index digital divide dengan 
membandingkan seluruh negara pada waktu tertentu dan 
membandingkan negara dari waktu ke waktu. Penelitian 
tersebut menekankan pada negara berkembang dan lebih 
luas lingkupnya daripada mengukur konektivitas.  
Pengukuran index digital divide menggunakan infostate, 
sebagai kombinasi dari infodensity dan info-use. Infodensity 
mengacu pada ICT capital, tenaga kerja dan peran mereka 
dalam kapasitas produktivitas ekonomi. Infodensity terdiri dari 
ICT network, mesin dan peralatan maupun ICT skill. Info-use 
mengacu pada serapan ICT oleh rumah tangga, bisnis, 
pemerintah dan intensitas penggunaannya. Digital divide 
didefinisikan sebagai perbedaan infostate antar negara 
(Sciadas, 2002). 
Model dari penelitiaan George Sciadas menggunakan 
framework yang telah di tes dengan sample dari 9 (sembilan) 
negara dari tahun 1995-2000. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa besarnya gap  antara negara yang telah berkembang dan 
sedang berkembang cukup besar. Negara yang telah 
berkembang (dari sampel:Canada dan Finlandia) berada dalam 
persekutuan mereka. Namun, sub-kluster yang terbentuk dari 
negara-negara kurang berkembang menunjukkan tahap 
perkembangan yang berbeda. Nilai infondensity dan info-use 
meningkat di semua negara, hampir dikarenakan ICT networks 
dan penyerapan teknologi terbaru yaitu internet dan mobile 
phone. Digital divide dapat tertutup namun sangat lambat. 
Tanpa tindakan yang berkelanjutan, digital divide akan terus 
ada pada generasi ke generasi. Adapun hasil penelitian 
monitoring digital divide oleh George Sciadas dapat dilihat 
pada gambar 1. 
 
Gambar 2. Hasil perhitungan Indeks ICT (Sumber: presentasi FGD MP3EI oleh DR. Adi Lumaksono, M.A) 
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3. Penelitian ―Indeks Pembangunan Komunikasi dan teknologi 
Informasi (KTI) Indonesia Tahun 2010‖ oleh Siska 
Oktaviana Dwi Anggraeni. 
Penelitian tersebut bertujuan:  
- Membentuk indeks pembangunan KTI di 33 provinsi;  
- Menilai kualitas indeks pembangunan KTI melalui 
analisis hubungan;  
- Melihat tingkat kesenjangan pembangunan KTI di 33 
provinsi di Indonesia;  
- Melihat kondisi pencapaian masing-masing provinsi di 
Indonesia berdasarkan dimensi penyusun pembangunan 
KTI;  
- Menentukan prioritas pembangunan yang 
menitikberatkan pada peningkatan KTI di masing-
masing provinsi  
Indikator yang digunakan dalam penelitian meliputi akses 
dan infrastruktur, pendidikan dan penggunaan. Hasil penelitian 
tersebut dapat dilihat pada gambar 2. 
 
B. Kerangka Pikir 
Kerangka kerja dalam penelitian ini mengacu kepada 
kerangka kerja penelitian dari George Sciadas berjudul  ―From 
The Digital Divide to Digital Opportunities, Measuring 
Infostate for Development‖. Perbedaan dengan penelitian dari 
Goerge Siadas, penelitian ini mengukur hanya pada tingka 
propinsi, bukan negara. Data yang diambil juga hanya satu 
tahun yaitu tahun 2011. Berbeda hal nya dengan penelitian 
dari george Sicadas, mengambil data dari tahun 1995 – 2003.  
Pengukuran indeks digital divide ini mengadopsi teknik 
infostatse yang terdiri dari variabel infodensity dan info-use.  
Infodensity mengacu pada capital dan tenaga kerja suatu 
negara yaitu ICT capital dan ICT labour dan kapasitas 
produksi. Sedangkan Info-use mengacu pada konsumsi ICT. 
Digital divide sendiri didefinisikan sebagai perbedaan infostate 
suatu negara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat persamaan 
berikut ini (Sciadas, From The Digital Divide to Digital 
Opportunities, Measuring Infostate fo Development, 2005) : 
Infodensity = sum of all ICT stocks (capital and labour) 
Info-use      = consumption flows of ICTs/period 
Infostate     = aggregation of infodensity and info-use 
 
Infodensity terdiri dari ICT capital/Infrastructure dan ICT 
labour/skills.  ICT infrastructure didefinisikan sebagai 
infrastruktur jaringan, mesin dan peralatan ICT.   
Info-Use terdiri dari ICT uptake dan ICT intensity. ICT uptake 
mengacu pada barang TIK sedangkan ICT intensity mengacu 
pada intensitas penggunaan ICT.  
Blok model berikut menunjukkan pengertian infodensity 
dan info-use beserta komponen penyusunnya, yaitu: ICT 
capital, ICT skills, ICT uptake dan ICT instensity of use 
(gambar 3).  
 
 
Gambar 3. Faktor Sosial-ekonomi, politik dan budaya yang mempengaruhi 
tingkat digital divide 
Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran digital 
divide dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
TABEL 1. INDIKATOR UNTUK PENGUKURAN DIGITAL DIVIDE  
No Indikator Sumber 
  Infodensity   
  Network   
1 Data BTS (2G) operator selular  Direktorat Pengendalian PPI, kominfo 
2 Data node B (3G) operator selular  Direktorat Pengendalian PPI, kominfo 
3 Data BTS FWA (CDMA) operator seluler Direktorat Pengendalian PPI, kominfo 
  Skills   
1 Jumlah Murid SMP BPS 
2 Jumlah Murid SMA BPS 
3 Jumlah mahasiswa perguruan tinggi BPS 
  Info-use   
  Uptake   
1 Kepemilikan telepon tetap per 100 rumah tangga BPS 
2 Kepemilikan PC per 100 rumah tangga BPS 
3 
Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 
bulan terakhir 
BPS 
4 Persentase penduduk yang memiliki/menguasai telepon seluler BPS 
  Intensity   
1 Prosentase pengeluaran biaya untuk ICT terhadap GDP BPS 
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Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut (gambar 4): 
Infodensity Info-Use
Uptake
- Kepemilikan telepon tetap per 100
rumah
- Kepemilikan PC per 100 rumaah
tangga
- persentase penduduk yang
memiliki/menguasai telepon seluler
- persentase penduduk usia 5 tahun
ke atas yang pernah mengaskes
internet dalam 3 bulan terakhir
Intensity
- Prosentase
pengeluaran biaya
untuk ICT terhadap
GDP
Skills
- Jumlah murid SMP
- Jumlah Murid SMA
- Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi
Network
- Jumlah BTS (2G) operator  selular
- Jumlah node B (3G) operator selular
- Jumlah BTS FWA (CDMA) operator
selular
Infostate
Indeks Digital
Divide
 
Gambar 4. Kerangka Konsep Pengukuran Digital Divide di Indonesia 
 
III. METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena 
hasil dari penelitian terukur.  Hasil dari penelitian ini adalah 
nilai indeks digital divide propinsi di Indonesia. 
B. Sumber Data 
Data dari penelitian ini merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik, data dari direktorat 
Pengendalian, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika 
Kementerian Komunikasi dan Informatika serta studi literatur. 
Untuk pengambilan data di Badan Pusat Statistik dipilih lokasi 
di Jakarta karena kantor pusat BPS berada di Jakarta.  
C. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah 33 propinsi di 
Indonesia yaitu: Aceh; Sumatera Utara; Sumatera Barat; Riau; 
Kepulauan Riau; Jambi; Sumatera Selatan; Kepulauan Bangka 
Belitung; Bengkulu; Lampung; DKI Jakarta; Jawa Barat; 
Banten; Jawa Tengah; D.I. Yogyakarta; Jawa Timur; Bali; 
Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur; Kalimantan 
Barat; Kalimantan Tengah; Kalimantan Selatan; Kalimantan 
Timur; Sulawesi Utara; Gorontalo; Sulawesi Tengah; 
Sulawesi Selatan; Sulawesi Barat; Sulawesi Tenggara; Maluku; 
Maluku Utara; Papua dan Papua Barat 
D. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitif 
deskriptif dengan mengadopsi pada perhitungan indeks 
infostate digital divide dari penelitian  George Sciadas.  
Infostate meliputi infodensity dan info-use. Variabel dari 
infodensity meliputi ICT capital dan ICT labour. Sedangkan 
variabel dari info-use terdiri dari ICT uptake dan ICT intencity. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
INFOSTATE
Infodensity Info-use
ICT Capital ICT labour ICT Uptake ICT Intensity
Network Machinery Skills Households Business Government
Internet
telecommunication
cable
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 
Gambar 5. Variabel dan Indikator dari Infostate 
Keterangan: 
Infostate  =  infodensity + info-use 
Infodensity  =  penjumlahan dari  ICT stocks  
= ICT capital + ICT labour 
ICT capital  =  ICT infrastruktur/networks + ICT capital 
goods 
ICT labour  =  ICT skills 
Info-use      =  konsumsi ICT per period 
Info-use      =  ICT uptake + ICT intensity of use 
 
Setelah setiap indikator dinyatakan dalam bentuk indeks, 
kemudian dilanjutkan dengan menjumlah masing-masing 
komponen. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 
 
n
n
i
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tn
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t II 


1
,
,
,ˆ
.............................................................(1) 
Dimana: 
Notasi ∏ menunjukkan perkalian; 
n =  merupakan jumlah indeks individu masing-masing 
komponen; 
i   =     merupakan indikator individual  
j   =     menunjukkan propinsi.   
t   =     menunjukkan tahun.   
Pengukuran digital divide pada penelitian ini menggunakan 
data pada tahun 2011 saja.  
Kemudian dilanjutkan dengan agregasi level berikutnya.  
Jaringan dan skill digabungkan menjadi indeks infodensity, 
dengan persamaan sebagai berikut: 
k
k
i
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tkIyInfodensit 

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,
ˆ
....................................................(2) 
Dengan k=2 (network dan skills) 
Sementara untuk indeks info-use diperoleh persamaan 
sebagai berikut: 
z
z
i
ji
tzIuseInfo 


1
,
,
ˆ
..........................................................(3) 
Dimana z=2 ( uptake dan intensity) 
Setelah diperoleh indeks infodensity dan info-use, akan 
diperoleh agregasi  level yang lebih tinggi yaitu infostate 
negara dengan persamaan sebagai berikut: 
 useInfoxyInfodensitInfostate 
..................(4) 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Teknik pengukuran digital divide pada penelitian ini 
mengacu pada teknik infostate oleh George Sciadas. Variabel 
yang digunakan meliputi Infodensity dan Info-Use.  
Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.4 Desember  2013 : 281-292 
286 
infodensity terdiri dari Network dan Skills.  Sedangkan Info-
Use terdiri dari Uptake dan Intensity.  
A. Network 
Nilai indeks dari network berasal dari penjumlahan 
indikator jumlah BTS 2G, jumlah BTS 3G (Node B) dan 
jumlah BTS FWA/CDMA, yang dirumuskan sebagai berikut: 
  3/132 FWABTSGBTSGBTSNetwork IxIxII   ............(5) 
Berdasarkan rumus diatas maka diperoleh nilai indeks 
network yang dapat diperlihatkan pada gambar 6 berikut ini:  
 
Gambar 6. Nilai Indeks Network Tiap Propinsi (sumber : data diolah) 
Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa Nilai 
Indeks Network paling besar dimiliki oleh propinsi DKI 
Jakarta.  Kemudian disusul Kepulauan Riau, D.I Yogyakarta, 
Bali, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, 
Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Jawa Barat.  Meskipun 
jumlah BTS 2G dan 3G di Jawa Barat paling banyak di antara 
propinsi lainnya, namun populasi penduduknya juga paling 
besar dibandingkan dengan penduduk yang ada di propinsi 
lainnya.  Indeks Network di DKI Jakarta paling besar  karena 
jumlah BTS 2G dan 3G terbesar ke 2 setelah Jawa Barat, 
jumlah BTS FWA paling banyak diantara propinsi lainnya, 
namun populasi penduduknya pada urutan ke enam dari 
jumlah penduduk paling banyak. Sementara indeks network 
Papua paling sedikit karena jumlah BTS 2G pada urutan ke 29, 
BTS 3G pada urutan ke 25 dan BTS FWA pada urutan ke 28, 
namun populasinya cukup besar yaitu pada urutan ke 10.    
B. Skills 
Nilai indeks skill diperoleh dari rata-rata indikator jumlah 
murid SMP, SMA dan Perguruan tinggi.  Adapun rumus 
Indeks skill dapat dirumuskan sebagai berikut: 
ISkills = ( ISMP x 2 ISMA x 3IPT)
1/6……………………........(6) 
Dimana  : 
ISkills = Indeks Skills 
ISMP = Indeks jumlah murid SMP 
ISMA = Indeks jumlah murid SMA 
IPT = Indeks jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi 
Berdasarkan data yang diperoleh, setelah dimasukkan 
rumus diatas, maka dapat diperoleh nilai indeks skill yang 
dapat digambarkan pada gambar 54. Dari gambar tersebut 
menunjukkan bahwa Indeks skills tertinggi yaitu di proar 
dibanpinsi DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta.  Hal ini 
disebabkan indeks jumlah mahasiswa perguruan tinggi, murid 
SMA dan murid SMP terbesar dibanding dengan propinsi 
lainnya. Sementara Propinsi Papua, Kepulauan Bangka 
Belitung dan Banten berturut-turut berada pada urutan ke 3  
paling bawah. Hal ini dikarenakan jumlah murid SMP, SMA 
dan mahasiswa perguruan tinggi terhadap populasi 
penduduknya di Jakarta paling sedikit dibanding dengan 
propinsi lainnya. 
 
Gambar 7. Nilai Indeks Skills Tiap Propinsi(sumber : data diolah) 
C. Infodensity 
Nilai infodensity merupakan rata-rata dari ICT capital 
(network) dan ICT labour (skills).  Nilai infodensity dapat 
diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 
skillsxNetworkyInfodensit 
…………………(7) 
Gambar 8 menunjukkan nilai infodensity tiap propinsi. 
Berdasarkan data yang diperoleh setelah diolah, Nilai 
Infodensity paling tinggi dimiliki oleh DKI Jakarta, D.I 
Yogyakarta dan Kepulauan Riau.  Hal ini disebabkan jumlah 
infratruktur TIK maupun skill di DKI Jakarta maupun 
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Yogyakarta cukup besar. Sementara Maluku Utara, Nusa 
Tenggara Timur dan Papua berada pada urutan ke tiga paling 
bawah secara berturut-turut. Hal ini disebabkan jumlah 
infrastruktur TIK yang sedikit, tidak sebanding dengan jumlah 
penduduk,   serta skill yang kurang. 
 
Gambar 8. Nilai Indeks Skills Tiap Propinsi di Indonesia (sumber : data 
diolah) 
D. Uptake 
Indeks uptake merupakan rata-rata dari Indeks rumah 
tangga dengan telepon kabel, indeks rumah tangga dengan PC, 
indeks penduduk menguasai/memiliki telepon seluler dan 
indeks penduduk mengakses internet selama 3 bulan terakhir.  
Sehingga Indeks uptake dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Iuptake = (Itelp kabel x IPC x Ipengguna telepon seluler x IInternet)
1/4……(7) 
Berdasarkan data yang diperoleh dan dimasukkan ke dalam 
rumus diatas, maka dapat diperoleh nilai indeks uptake yang 
ditunjukkan pada gambar 9. Pada gambar tersebut dapat 
dilihat bahwa nilai indeks uptake untuk DKI Jakarta paling 
besar dengan nilai 0.4661.  Kemudian disusul berturut-turut 
oleh Kepulauan Riau , Kalimantan Timur, D.I Yogyakarta, 
Bali, dst.  Sementara Papua, Nusa Tenggara Timur dan Aceh 
berada pada  urutan ke 3 paling bawah secara berturut-turut. 
Propinsi DKI Jakarta berada pada posisi paling atas untuk 
indeks uptake karena kepemilikan telepon kabel tiap rumah 
tangga,       kepemilikan        PC     tiap        rumah        tangga,                                    
 
 
memiliki/menguasai telepon seluler dan penguasaan akses 
internet di DKI Jakarta paling banyak dibanding dengan 
propinsi lainnya. Sementara Papua maupun Nusa Tenggara 
Timur berada pada posisi paling bawah karena kepemilikan 
telepon kabel tiap rumah tangga, kepemilikan PC tiap rumah 
tangga, memiliki/menguasai telepon seluler dan penguasaan 
akses internet di Papua paling sedikit diantara propinsi lainnya. 
Berdasarkan letak geografisnya, Papua berada pada bagian 
Indonesia Timur yang sulit terjangkau.  Oleh karena itu 
instalasi jaringan untuk telepon kabel dan telepon seluler 
cukup sulit dilakukan.  
 
Gambar 9. Nilai Indeks Uptake Tiap Propinsi di Indonesia (sumber : data 
diolah) 
E. Intensity 
Nilai Indeks intensity diperoleh dari prosentase biaya 
penggunaan ICT terhadap Gross Domestic Product (GDP). 
Berdasarkan data yang diperoleh, nilai indeks intensity untuk 
propinsi Maluku paling besar dibandingkan dengan propinsi 
lainnya. Meskipun nilai indeks network, skill, dan uptake 
untuk propinsi Maluku tidak pada posisi paling atas, namun 
intensitas penggunaan ICT nya cukup besar. Sementara nilai 
indeks intensity Kalimantan Timur berada pada urutan paling 
bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 10. 
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Gambar 10. Nilai Indeks Intensity Tiap Propinsi di Indonesia (sumber : data 
diolah) 
F.  Info-Use 
Nilai indeks info-use diperoleh dari rata-rata indeks uptake 
dan intensity.  Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 
IntensityUptakeUseInfo IxII  ...........................................(8) 
Gambar 11 menunjukkan nilai indeks info-use tiap 
propinsi.  Pada gambar tersebut dapat terihat bahwa nilai 
indeks info-use propinsi Maluku paling besar dibanding 
dengan propinsi lainnya.  Kemudian disusul berturut-turut 
propinsi D.I Yogyakarta, Bali, Gorontalo, Maluku Utara, 
Banten, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.  Intensitas penggunaan 
ICT provinsi Maluku paling besar diantara provinsi lainnya 
karena biaya penggunaan ICT terhadap Gross Domestic 
Product (GDP) paling besar dibanding dengan provinsi 
lainnya. Sementara 3 propinsi pada urutan terbawah untuk 
indeks Info-Use yaitu Papua Barat, Riau dan Aceh.  Hal ini 
disebabkan pengguna telepon seluler, pengguna telepon tetap, 
kepemilikan PC, penggunaan internet serta biaya ICT terhadap 
GDP di provinsi Papua Barat, Riau dan Aceh paling sedikit 
dibanding dengan provinsi lainnya. 
 
Gambar 11. Nilai Indeks Intensity Tiap Propinsi di Indonesia (sumber : data 
diolah) 
G. Infostate 
Nilai indeks infostate menentukan nilai dari digital divide.  
Untuk menentukan nilai indeks infostate, diperoleh dari rumus 
sebagai berikut: 
InfoUseyInfodensitInfostate IxII  ......................................(9) 
Adapun hasil perhitungan Infostate dapat dilihat pada 
gambar 12. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa 
nilai indeks Infostate DKI Jakarta paling besar diantara 
propinsi lainnya.  Kemudian disusul D.I Yogyakarta, Bali, 
Banten, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, 
Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa 
Barat, Maluku, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Kepulauan Bangka 
Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa 
Tenggara Barat, Jawa Tengah, Lampung, Riau, Sulawesi 
Tenggara, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Tengah, Nusa Tenggarara Timur dan Papua.  
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Gambar 12. Nilai Indeks Infostate Masing-Masing Propinsi di Indonesia 
Nilai infostate DKI Jakarta paling besar dibanding dengan 
provinsi lainnya karena adanya infrastruktur TIK yang sangat 
memadai, jumlah penduduk yang menguasai ICT cukup 
banyak dan penggunaan ICT yang cukup banyak.  Sedangkan 
Nilai infostate Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara mengakses 
TIK, jumlah penduduk yang menguasai TIK paling sedikit 
dibanding dengan propinsi lainnya, dan intensitas penggunaan 
TIK sangat sedikit. 
H. Nilai Digital Divide 
Digital divide didefinisikan sebagai perbedaan infostate 
suatu propinsi.  Berdasarkan hasil perhitungan infostate, maka 
akan diperoleh nilai indeks digital divide tiap propinsi.  
Propinsi DKI Jakarta sebagai propinsi acuan untuk 
perhitungan digital divide karena nilai infostate paling tinggi. 
Adapun nilai indeks digital divide untuk tiap propinsi di 
Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 serta dapat  ditunjukkan 
lebih jelas pada gambar 13.  
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai indeks digital 
divide propinsi Papua paling besar dibanding dengan propinsi 
lainnya.  Hal ini disebabkan infrastrutur TIK, kemampuan 
mengakses TIK/skill penduduk di Papua serta penggunaan 
TIK paling sedikit dibanding dengan propinsi lainnya.  
Selanjutnya propinsi Nusa Tenggara Timur pada urutan ke dua 
untuk tingkat kesenjangan digital setelah Papua karena sangat 
sedikit infrastruktur TIK terutama infrastruktur wireless 
sehingga penggunaan TIK nya juga sangat sedikit.  Kemudian 
Sulawesi Tengah berada pada posisi ke tiga setelah Papua 
karena infrastruktur wirelessnya sangat sedikit, tidak 
sebanding dengan penduduknya sehingga kemajuan TIK nya 
sangat lambat. 
 
TABEL 2. NILAI INDEKS DIGITAL DIVIDE TIAP PROPINSI TERHADAP DKI JAKARTA 
No Provinsi 
Indeks 
Digital 
Divide 
No Provinsi 
Indeks Digital 
Divide 
No Provinsi 
Indeks 
Digital 
Divide 
1 Papua 0.081 11 Nusa Tenggara Barat 0.064 21 Jawa Barat 0.054 
2 
Nusa Tenggara 
Timur 0.079 12 Kalimantan Barat 0.064 22 Kalimantan Selatan 0.054 
3 Sulawesi Tengah 0.073 13 Kalimantan Tengah 0.064 23 Kalimantan Timur 0.053 
4 Sulawesi Barat 0.073 14 
Kepulauan Bangka 
Belitung 0.063 24 Gorontalo 0.050 
5 Papua Barat 0.071 15 Jawa Timur 0.063 25 Sulawesi Selatan 0.049 
6 Aceh 0.070 16 Bengkulu 0.062 26 Kepulauan Riau 0.046 
7 Maluku Utara 0.069 17 Sumatera Selatan 0.062 27 Sulawesi Utara 0.046 
8 Sulawesi Tenggara 0.068 18 Jambi 0.060 28 Banten 0.044 
9 Riau 0.066 19 Sumatera Barat 0.057 29 Bali 0.025 
10 Lampung 0.065 20 Sumatera Utara 0.055 30 D.I. Yogyakarta 0.008 
11 Jawa Tengah 0.064 21 Maluku 0.055 31 DKI Jakarta 0.000 
Sumber : data diolah 
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Gambar 13. Nilai indeks digital divide tiap propinsi di indonesia 
Tingkat kesenjangan digital propinsi D.I Yogyakarta paling 
sedikit dibanding dengan propinsi lainnya karena infrastruktur 
wireless di D.I Yogyakarta paling besar setelah DKI Jakarta.  
Selain itu jumlah mahasiswa di D.I Yogyakarta paling besar 
setelah DKI Jakarta, dengan demikian skill atau kemampuan 
untuk mengakses TIK besar pula.  Tingkat penggunaan TIK di 
D.I Yogyakarta juga sangat besar karena kemudahan untuk 
mengaksesnya baik fasilitas maupun kemampuan untuk 
mengakses serta skil yang dimiliki cukup tinggi.  Sehingga 
apabila terjadi sesuatu masalah mengenai gangguan jaringan 
atau peralatan TIK, penduduk D.I Yogyakarta cukup handal 
untuk menanganinya. 
 
V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang diperoleh dan setelah diolah, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Nilai indeks digital divide di propinsi di Indonesia paling 
besar dimiliki oleh propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur 
dan Sulawesi Tengah.  Hal ini disebabkan masih rendahnya 
pembangunan infrastruktur TIK terutama infrastruktur 
wireless yaitu Base Transceiver Station (BTS) 2G, BTS 3G 
atau node B dan BTS Fixed Wireless Access (FWA).  
Selain itu kemampuan/skill penduduk di propinsi tersebut 
sangat rendah sehingga tingkat penggunaan TIK nya sangat 
rendah dibanding dengan propinsi lainnya. 
2. Nilai kesenjangan digital paling rendah terhadap propinsi 
DKI Jakarta adalah propinsi D.I Yogyakarta karena 
infrastruktur TIK baik jaringan maupun fasilitas TIK di 
propinsi D.I Yogyakarta paling banyak setelah DKI Jakarta.  
Selain itu kemampuan/skill mengakses TIK penduduk di 
propinsi D.I Yogyakarta sangat tinggi sehingga 
penggunaan TIK juga cukup besar. 
3. DKI Jakarta sebagai propinsi dengan nilai infostate paling 
tinggi karena infrastruktur TIK, kemampuan penduduk 
untuk mengakses/skill TIK sangat besar sehingga tingkat 
penggunaannya TIK nya paling tinggi dibanding propinsi 
lainnya. 
4. Prioritas pembangunan ICT di daerah sebaiknya dari 
propinsi dengan nilai indeks infostate paling kecil yaitu 
propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Barat, Papua Barat dan Aceh.  
5. Pembangunan infrastruktur ICT di Indonesia sebaiknya di 
prioritaskan di daerah Papua, Maluku Utara, Nusa 
Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sulawesi 
Tenggara. 
6.  Peningkatan skill maupun pendidikan di Indonesia 
sebaiknya diprioritaskan di propinsi Banten, Kepulauan 
Bangka Belitung dan Papua. 
7. Literasi pengoperasian internet di Papua, Maluku Utara 
dan Nusa Tenggara Timur perlu diprioritaskan karena nilai 
indeks pengoperasiannya berada pada urutan tiga paling 
bawah. 
B. Saran  
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya data tidak hanya tahun 
2011 namun tahun setelahnya dan sebelumnya agar bisa 
dilihat seberapa besar peningkatan TIK baik dari segi 
infrastuktur, skill, penggunaan dan intensitas penggunaan 
TIK 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya diukur dari 
tingkat propinsi, tapi sampai ke tingkat kecamatan agar 
lebih tahu daerah mana yang paling diprioritaskan untuk 
pembangunan TIK 
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